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“Kesuksesan adalah meraih apa yang anda inginkan. Kebahagiaan adalah 
mensyukuri apa yang anda dapatkan” 
         ( Dale Carnegie) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
        ( Q.S. Asy-Syarh, 94 : 5) 
 
“Jangan terlalu menyalahkan keadaan, tetapi berjuanglah untuk mengubah keadaan 
menjadi lebih baik” 
          (@cacanatasyaa) 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal is amat buruk bagimu; Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui. 
        (Q.S. Al-Baqarah 2:216) 
“Baldatun thoyyibatun wa Robbun Ghofur” 
        (Q.S. As-Saba’ 15) 
 
 
“Lebih baik menunggu orang yang tepat,  daripada menghabiskan waktu dengan 
orang yang salah” 
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Andhika Della Permana Putra, NIM : C100100144, Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2014, Judul : “PERAN BADAN 
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN 
PERATURAN DESA DI KECAMATAN KISMANTORO KABUPATEN 
WONOGIRI’’ 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam hal pembentukan Peraturan Desa harus 
mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, sehingga terciptanya demokrasi di Desa. 
Sebagai wujud demokrasi di Desa maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat, serta bersama-sama kepala Desa menetapkan 
Peraturan Desa. Di dalam menetapkan Peraturan Desa, maka Peran Badan 
Permusyawaratan Desa sangat penting, agar Peraturan Desa yang ditetapkan benar-
benar merupakan Peraturan yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Permasalahan 
yang dikaji dalam Penelitian ini adalah (1) Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan 
Desa dalam pembentukan Peraturan Desa; (2) Bagaimana pelaksanaan pembentukan 
Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri. Metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan doktrinal yang 
bersifat sosiologis dan pendekatan non doktrinal yang bersifat kualitatif sebagai suatu 
kesatuan metode dalam menggunakan metode yuridis sosiologis. Jenis penelitian 
deskriptif. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode 
pendekatan kualitatif. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan 
pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro tidak semua Desa sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Walaupun telah adanya 
Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa. Ketidaksesuaian 
tersebut ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pendidikan, pekerjaan, 
dan pengalaman menjabat. 
 
Kata kunci: Peran Badan Permusyawaratan Desa, Undang-Undang Nomor 32 tahun 













Andhika Della Permana Putra, NIM : C100100144, Faculty Of Law , 
Muhamdadiyah University, Surakarta, 2014 : The Role of Rural Consultative in 
creating the rural rules at Kismantoro, Wonogiri 
The role of the rural government in creating the rural rules must be able to 
accommodate the people’s aspirations therefore it is created Rural Consultative. Rural 
Consultative purposes to facilitate and deliver the people’s aspirations also together 
with the rural head office in settling the Rural Rules. In settling the rural rules, the 
roles of the rural consultative is very important in order to make the rural rules really 
come from the people’s aspirations. The problem statements in this research are 
firstly, how is the rules of the Rural Consultative in creating the rural rules ; secondly, 
how is the implementation of creating the rural rules at Kismantoro, Wonogiri? This 
is a descriptive research. Doctrinal method is applied sociologically in this research 
while non-doctrinal method is applied qualitatively as a one method of juridical 
sociology method. Qualitative method is applied by the researcher to analyze the data. 
The rules of the rural consultative in implementing the creation of the rural rules in 
Kismantoro is not all suitable with the Government Act Number 32, 2004 about The 
Government in the Region and the Government Rules Number 72 , 2005 about rural. 
Although there is new act in the Act Number 6, 2014 about rural, and the government 
rules Number 43, 2014 about rural, the incorrectness is eventually influenced by 
several factors : educations, employments, and hiring experiences.  
 
keywords : The rules of the rural consultative, act number 32, 2004, government rules 
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